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KETUJUH

1. area daratan eksisting Pelabuhan Weda seluas 1,03 Ha
dan area daratan pengembangan pelabuhan seluas
0,51 Ha;

2. area perairan, terdiri atas:

area tempat labuh kapal penumpang seluas 8,3 Ha;

area kolam putar seluas 4,2 Ha;

area tempat sandar kapal barang seluas 2,3 Ha;

area tempat sandar kapal penumpang seluas 0,7 Ha;

area alih muat kapal seluas 8,3 Ha;

area keperluan darurat seluas 4,2 Ha;

area kapal mati seluas 4,2 Ha;

area alur pelayaran seluas 27,71 Ha;

area penunjang keselamatan pelayaran seluas

501,79 Ha.
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Rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Weda
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan
dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

Penyelenggara Pelabuhan Weda menyusun dokumen desain
teknis untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan
fasilitas Pelabuhan Weda.

Fasilitas Pelabuhan Weda yang direncanakan untuk dibangun
dan dikembangkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini, dilaksanakan dengan mempertimbangkan
prioritas kebutuhan, tingkat penggunaan fasilitas pelabuhan
yang sudah terbangun dan kemampuan pendanaan sesuai
peraturan perundang-undangan serta wajib dilakukan
dengan memperhatikan aspek lingkungan, didahului dengan
studi lingkungan.

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk
keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan,
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi
lainnya serta pengembangan Pelabuhan Weda dan sekitarnya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEENAM terdapat lahan yang
dikuasai pihak lain, maka pemanfaatannya harus didasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai kelancaran muatan angkutan laut
dan darat, yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda transportasi. Pentingnya peran
pelabuhan dalam suatu sistem transportasi, mengharuskan setiap pelabuhan memiliki kerangka dasar rencana
pengembangan dan pembangunan pelabuhan. Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu rencana
pengembangan tata ruang yang kemudian dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka
pendek, menengah dan panjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan

pembangunan pelabuhan yang terencana, terpadu, tepat guna, efisien dan berkesinambungan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa setiap
pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang merupakan pengaturan ruang pelabuhan berupa
peruntukan tanah dan perairan pada Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan. Untuk
menjamin adanya sinkronisasi antara rencana pengembangan pelabuhan dengan rencana pengembangan wilayah,
maka dalam penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pelabuhan harus memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan pada studi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Weda antara lain sebagai
berikut:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

9) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 Tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

14) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 Tentang Telekomunikasi Pelayaran;

15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan

Angkutan Laut;

Executive Summary
RENCANA INDUK PELABUHAN WEDA
PROVINSI MALUKU UTARA

16) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran;

17) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Laut;

18) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;

19) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut;

20) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi;

21) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

22) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Alur Pelayaran di Laut dan
Bangunanan dan/atau Instalasi di Perairan;

23) Keputusan Menteri Perhubungan 112 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di
Lingkungan Kementrian Perhubungan;

24) Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Umum;

25) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 tahun 2020 Tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

26) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/2/19/DJPL-14 tanggal 5 Agustus 2014
tentang Penetapan Petunjuk Teknis Rencana Induk Pelabuhan;

27) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.343/DJPL/2019 Tentang Jaringan Trayek
Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2019;

28) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/17/DJPL-17 tanggal 20 Desember 2017
tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2018;

29) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/17/DJPL-16 Tentang Standar Kinerja
Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Belum Diusahakan Secara Komersial,

30) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033;

31) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038;

32) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011-2031.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Weda Provinsi Maluku Utara ini adalah sebagai upaya untuk
menyediakan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Weda sehingga pelaksanaan
kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan,
konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan
pelabuhan yang sudah terbentuk. Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan
Pelabuhan Weda sehingga kegiatan pembangunan yang ada dapat optimal dalam pengoperasian pelabuhan serta

menjamin keselamatan pelayaran.




1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan revisi Rencana Induk Pelabuhan Weda antara lain:

a)

b)
c)

d)

f)
)

h)

Melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan tata
guna lahan dan prasarana fisik wilayah antara lain meliputi Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Tatranas,
Tatrawil, Tatralok dan RTRW;

Melakukan analisis rencana pengembangan Pelabuhan Weda,;

Melakukan analisis gambaran umum di lingkungan Pelabuhan Weda mellputi kondlsi fisik wilayah,
klimatologi wilayah, kondisi kependudukan dan perekonomian wilayah, komoditi / sektor unggulan potensi
wilayah dan jaringan transportas| wilayah;

Melakukan survei dan analisis bathimetri dan pengamatan arus di kawasan sekitar Pelabuhan Weda,;
Melakukan analisis prakiraan permintaan jasa angkutan laut meliputl Identiflkasi dan proyeksi
perkembangan wilayah, proyeksi sosial ekonomi, analisis pergerakan barang, penumpang, kapal dan
rencana spesifikasi kapal;

Melakukan analisis trafik di sekitar Weda;

Melakukan analisis kebutuhan pengembangan tambahan di samping rencana pengembangan yang telah
diusulkan, serta menganalisis besaran biaya-biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan
Pelabuhan Weda;

Melakukan analisis kelayakan finansial terhadap rencana investasi Pelabuhan Weda (Perkiraan laba rugi
dan biaya investasi);

Menuangkan semua rencana pengembangan ke dalam konsep pengembangan Rencana Induk Pelabuhan
Weda.

1.5 Hierarki Pelabuhan

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional,

Pelabuhan Weda telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul untuk tahun 2017-2037. Tabel berikut

menunjukan lokasi Pelabuhan Weda serta rencana hierarki dari tahun 2017 hingga tahun 2037 berdasarkan RIPN.

Tabel 1-1 Lokasi dan Hierarki Pelabuhan Weda

Hierarki Pelabuhan
2017 | 2022 | 2027 | 2037

1 | Halmahera Tengah Weda PP PP PP PP
Sumber : KP 432 Tahun 2017

No. | Kabupaten / Kota | Pelabuhan

1.6 Lokasi Pekerjaan

Lokasi kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Weda terletak di Pulau Halmahera, Pidi Jaya, Kecamatan

Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Lokasi kegiatan ini dapat dilihat pada
Gambar 1-1.
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Gambar 1-1 Lokasi Kegiatan Rencana Induk Pelabuhan Weda

(Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan, 2017)




BAB 2 GAMBARAN UMUM LOKASI STUDI

2.1 Gambaran Umum Provinsi Maluku Utara

2.1.1 Letak dan Administrasi Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan letak astronomis, Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara - 3° Lintang Selatan dan

124° - 129° Bujur Timur. Batas-batas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik
Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera

Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku

P w NP

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram

Provinsi Maluku Utara terbagi dalam 8 Kabupaten dan 2 kota, antara lain:

0 Kabupaten Halmahera Barat
O0Kabupaten Halmahera Tengah
O0Kabupaten Halmahera Timur
00 Kabupaten Halmahera Selatan
O0Kabupaten Halmahera Utara

OOKabupaten Kepulauan Sula
0 Kabupaten Pulau Morotai

0 Kabupaten Pulau Taliabu

[0 Kota Ternate

[0 Kota Tidore Kepulauan

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah seluas 31.982,50 km2. Pulau Halmahera adalah pulau terbesar di
Kepulauan Maluku. Pulau ini menjadi bagian dari Provinsi Maluku Utara dengan luas 17,780 km?. Kabupaten
Halmahera Selatan menjadi kabupaten yang memiliki luas wilayah yang terluas di Provinsi Maluku Utara dengan
luas wilayah seluas 8.148,90 km? Kabupaten Pulau Taliabu menjadi kabupaten dengan luas yang terkecil di
Provinsi Maluku Utara dengan luas 1.469,93 km?. Luas Wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan kabupaten/kota

yang terdapat di Provinsi Maluku Utara serta perbandingannya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi Maluku Utara

Wilayah Luas Wilayah Tahun 2015 (km?)

Halmahera Barat 1.704
Halmahera Tengah 2.654
Kepulauan Sula 3.304
Halmahera Selatan 8.149
Halmahera Utara 3.897
Halmahera Timur 6.571
Pulau Morotai 2.476
Pulau Taliabu 1.470
Ternate 111

Tidore Kepulauan 1.646
Total Maluku Utara 31.983

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
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Gambar 2-1 Peta Administratif Provinsi Maluku Utara
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Tengah, 2013

2.1.2 Kondisi Kependudukan Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara
pada tahun 2017 mencapai 1.209.342 juta jiwa, meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 1.185.912 juta jiwa atau
meningkat sebesar 23.430 ribu jiwa. Kabupaten Halmahera Selatan menjadi kabupaten yang memiliki penduduk
terbanyak dengan jumlah 227.280 ribu jiwa. Sedangkan Kabupaten Pulau Taliabu menjadi kabupaten yang memiliki
penduduk terkecil dengan jumlah 51.928 ribu jiwa. Data jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara menurut
Kabupaten/Kota tahun 2010-2017 dapat dilihat pada tabel berikut




Kabupaten / Kota

Tabel 2-2 Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota (jiwa) 2010-2017

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Halmahera Barat 100.887 | 102.884 | 104.807 | 106.791| 108.769| 110717 | 112.722| 114.502
Halmahera Tengah 42.980 44.301 45.712 47.079 48.414 49.807 51.315 52.813
Kepulauan Sula 85.586 87.481 89.374 91.406 93.435 95.285 97.177 99.196
Halmahera Selatan | 199.629 | 203.822 | 207.728 | 211682 | 215791 | 21983 | 223.460| 227.280
Halmahera Utara 162.585 | 166.077 | 169.509 | 173.117 | 176573 | 180.100 | 1835096 | 187.104
Halmahera Timur 73.411 75.834 78.112 80.526 82.914 85.188 87.680 90.070
Pulau Morotai 52.915 54.401 55.998 57.565 59.102 60.727 62.412 64.001
Pulau Taliabu 47.491 48.134 48.880 49.510 50.067 50.709 51.316 51.928
Kota Ternate 187.322 | 192392 | 197566 | 202728 | 207.789| 212997 | 218028 223.111
ﬁgﬁj;‘sgf 90.530 91.886 93.299 94.493 95.813 96.979 98.206 99.337
Total 1.043.336 | 1.067.212 | 1.091.075 | 1.114.897 | 1.138.667 | 1.162.345 | 1.185.912 | 1.209.342

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku Utara, berdasarkan data dari 2010-2017 adalah 23.715 jiwa tiap

kabupaten/kota dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,13% dari tahun 2010-2017.

Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara 2010 -2017
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Gambar 2-2 Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara tahun 2010-2017
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
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Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Maluku Utara 2011-2017
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Gambar 2-3 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Maluku Utara tahun 2010-2017

Sumber : Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

2.1.3 Kondisi Perekonomian Provinsi Maluku Utara
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Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Laju

pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2017 mencapai 7,67%, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 5,77%.

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori yang memiliki andil yang dominan dalam

struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara yaitu mencapai 21,97%. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kategori yang memiliki andil terbesar kedua untuk perekonomian

Provinsi Maluku Utara yang mencapai 17,96%, kemudian lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib dengan persentase 15,71%. Gambaran perekonomian Provinsi Maluku Utara secara

umum dapat dilihat melalui nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-3 Produk Domestik Regional Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) 2010-2017

Lapangan Usaha (Subkategori)

[Seri 2010 Tahunan] Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A enanian, Kehutanan, dan 3936,60 | 410556 | 4371,36 | 452596 4662,5 | 474255 |  4943,91 | 5100,39
B. Pertambangan dan Penggalian 2032,66 2090,99 2156,45 2216,75 1932,61 2055,84 2023,51 | 2250,62
C. Industri Pengolahan 850,3 870,3 898,59 956,81 1054,45 1093,65 1260,29 | 1665,24
D. Pengadaan Listrik dan Gas 9,54 10,45 11,45 11,92 15,59 19,23 23,35 25,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 12,9 13,7 14,59 15,34 17,36 18,57 19,64 21,04
F. Konstruksi 869,05 960,75 1095,66 1138,21 1207,31 1329,49 1436,73 | 1555,16
G. Perdagangan Besar dan

Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda 2253,27 2427,24 2665,91 3007,52 3376,04 3658,97 3916,44 | 4169,51
Motor

H. Transportasi dan Pergudangan 806,48 850,86 916,32 975,36 1067,68 1148,02 1249,7 | 1349,82
I. Penyediaan Akomodasi dan 65,3 70,13 73,75 77,29 84,95 87,96 99,13 | 10876
Makan Minum

J. Informasi dan Komunikasi 560,98 612,05 663,36 724,47 813,15 887,36 964,1 | 1028,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 307,82 417,45 474,42 514,82 538,71 594,53 671,5 706,96
L. Real Estate 17,13 18,58 19,92 20,86 22,3 23,93 25,86 27,97
M,N. Jasa Perusahaan 49,32 52,59 56,06 61,17 65,11 68,59 73,73 78,63
O. Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial 2270,11 2493,65 2633,16 2824,25 3125,16 3338,64 3453,59 | 3645,94
Wajib

P. Jasa Pendidikan 519,08 558,76 590,26 616,37 659,31 706,47 745,99 788,03
géii"jja ESEIEET CRm KEglaia 20943 | 321,06 342,59 378,26 41352 439,77 466,9 | 495,86
R,S,T,U. Jasa Lainnya 123,85 128,34 136,24 143,38 153 166,75 182,3 193,49
EE(L)J'I[')SK DERIESTTES SOl 14983,91 | 16002,45 17120,07 18208,74 19208,76 20380,3 21556,68 | 23210,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Rata-rata pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan data dari 2010-2017

adalah sebesar 1.175,28, milyar rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

sebesar 6,45% pertahun.
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Gambar 2-4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Maluku Utara (milyar rupiah) 2010-2017

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
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Gambar 2-5 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Maluku Utara (milyar rupiah) 2011-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

2.1.4 Sektor Unggulan Wilayah Provinsi Maluku Utara

Sektor unggulan Provinsi Maluku Utara berdasarkan nilai PDRB berdasarkan jenis lapangan usaha adalah sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang 21,79% dari total PDRB Provinsi Maluku Utara.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kabupaten Maluku Utara dalam angka, hasil perkebunan rakyat bergantung oleh
komoditas Kelapa, Kakao, Pala, Cengkeh dan lain-lainnya. Tabel berikut menunjukkan hasil perkebunan rakyat

berdasarkan Kabupaten dan Jenis Tanaman.
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Tabel 2-4 Hasil Produksi Perkebunan Rakyat Maluku Utara berdasarkan Jenis Tanaman pada Kabupaten/Kota (ton)

abupate ota elapa are akao op engke Pala amb ete Are

Halmahera Barat 35.422 - 1.847 6 459 653 - 30
Halmahera Tengah 8.765 - 406 - 215 | 1.827 - 3
Kepulauan Sula 31.195 - 3.564 59 1.148 303 1.124 -
Halmahera Selatan 20.476 - 1.979 14 650 438 - 36
Halmahera Utara 70.702 - 1.075 - 611 | 1.506 - 119
Halmahera Timur 6.783 - 3 4 181 225 - -
Pulau Morotai 10.721 - 30 - 161 142 - 406
Pulau Taliabu 37.957 - 2.864 - 440 386 1.372 -
Ternate 702 - 9 - 330 | 1.032 - -
Tidore Kepulauan 9.554 - 70 - 267 177 - -

Maluku Utara 232.277 - | 11.847 83 4.462 | 6.689 2.496 594

Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2018
Sektor kehutanan Provinsi Maluku Utara menghasilkan 159.232 m? hasil hutan pada tahun 2017. Komoditas Kayu
Bulat menjadi hasil hutan terbesar yang dihasilkan hutan Maluku Utara dengan 146.739,27 m?3, selanjutnya
komoditas Kayu Gergajian merupakan hasil hutan kedua tersebesar dengan 12.492,94 m?3. Tabel berikut
menunjukkan hasil hutan Provinsi Maluku Utara menurut tahun pada jenis kayu.

Tabel 2-5 Hasil Produksi Kehutanan Rakyat Maluku Utara berdasarkan jenis kayu pada tahun 2012-2017 (m?®)

Tahun Kayu Bulat \ Kayu Gergajian Kayu Lapis
m3

2012 26931,85 9600 -

2013 - 2880 -

2014 140434,2 2221,69 -

2015 135762,7 2651,06 -

2016 92113,37 2651 -

2017 146739,3 12492,94 =
Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2018

Sektor Perikanan Provinsi Maluku Utara menghasilkan 254.876,7 Ton tangkapan pada tahun 2017. Bulan Mei
menjadi bulan yang terbanyak melakukan tangkapan ikan sebanyak 29.840,2 ton. Sedangkan Bulan Juli menjadi
bulan yang terkecil melakukan tangkapan ikan sebanyak 15.149,5 ton. Selain itu Nilai Produksi tertinggi terdapat
pada bulan Maret dengan menghasilkan 425.111.794 juta rupiah, sedangkan bulan Juli menjadi Nilai Produksi yang
terendah dengan menghasilkan 228.886.913 juta rupiah. Berikut adalah tabel produksi perikanan Provinsi Maluku

Utara berdasarkan tangkapan dan nilai produksi pada tahun 2017.
Tabel 2-6 Hasil Produksi Perikanan Maluku Utara berdasarkan Produksi dan Nilai Produksi pada tahun 2017

Bulan Produksi (Ton Nilai Produksi
Januari 17.076,40 265.392,27
Februari 17.354,00 269.704,95

Maret 27.353,50 425.111,79

April 18.167,20 257.610,40
Mei 29.840,20 423.133,60
Juni 22.354,40 316.984,93
Juli 15.149,50 228.886,91
Agustus 28.606,10 432.196,09
September 22.687,00 342.767,00
Oktober 15.764,90 253.901,32
November 21.183,60 341.173,32
Desember 19.339,90 311.480,01
Total 254.876,70 3.868.342,58




Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2018

2.1.5 Rencana Pengembangan dan Kebijakan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara terkait dengan pengembangan provinsi dan
adanya kabupaten baru hasil pemekaran akan memungkinkan munculnya pusat-pusat (simpul) pelayanan baru
yang di masa mendatang dapat berfungsi sebagai pintu-pintu keluar/masuk bagi kawasan daratan dan pulau-laut

di sekitarnya antara lain:

1. Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang memiliki fungsi pemerintahan dan pelayanan sebagai
daerah otonom kota telah memiliki pola interaksi dengan wilayah luar terkait dengan aktivitas sosial
ekonomi dan prasarana perhubungan yang tersedia di dalam kota;

2. Kota Sofifi telah ditetapkan sebagai ibukota pemerintahan Provinsi Maluku Utara, di masa mendatang
memiliki prospek keterkaitan secara fungsional dan administrasi pemerintahan dengan wilayah luar;

3. Kota Weda merupakan ibukota pemerintahan kabupaten Halmahera Tengah yang berpeluang memiliki
keterkaitan secara fungsional dengan wilayah luar kabupaten dan provinsi;

4. Kota Maba merupakan ibukota pemerintahan kabupaten Halmahera Timur yang berpeluang memiliki
keterkaitan secara fungsional dengan wilayah luar kabupaten dan provinsi untuk kawasan Pulau Halmahera
bagian Timur;

5. Kota Tobelo dikarenakan potensi ekonomi dan prasarana perhubungan yang dimilikinya, selama ini telah
memiliki keterkaitan dengan wilayah luar seperti kota Manado hingga Surabaya. Selain itu, akibat fungsi
baru yang diemban sebagai ibukota pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara maka kota ini berpeluang
sebagai simpul pelayanan di kawasan Pulau Halmahera bagian Utara yang memiliki keterkaitan dengan
wilayah luar kabupaten maupun provinsi;

6. Kota Labuha merupakan ibukota pemerintahan kabupaten Halmahera Selatan yang berpeluang memiliki
keterkaitan secara fungsional dengan wilayah luar kabupaten dan provinsi dari kawasan Pulau Bacan dan

Pulau Halmahera bagian Selatan;

7. Kota Sanana merupakan ibukota pemerintahan kabupaten Kepulauan Sula yang berpeluang memiliki
keterkaitan secara fungsional dengan wilayah luar kabupaten dan provinsi dari Kepulauan Sula.

Berdasarkan rencana kawasan strategis dalam dokumen RTRW Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera
Tengah merupakan salah satu Kawasan sentra produksi Halmahera Tengah, meliputi: Kecamatan Weda, Patani

dan Pulau Gebe

2.1.6 Jaringan Transportasi Provinsi Maluku Utara

2.1.6.1 Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat pada Provinsi Maluku Utara berdasarkan RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun
2013-2033 terdiri dari sistem jaringan jalan, Terminal Angkutan Barang dan Penumpang, Keselamatan Jalan, dan
Angkutan Penyeberangan. Jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional pusat kegiatan
nasional promosi, pusat kegiatan stategis nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan wilayah promosi,dan

pusat kegiatan lokal.
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Ruas jalan yang digunakan untuk jalan akses menuju Pelabuhan Weda dari ibu kota Provinsi Maluku Utara Sofifi
adalah ruas jalan berstatus Nasional Payahe — Weda dengan Panjang 23.487 km. Sedangkan ruas jalan yang
digunakan untuk jalan akses menuju Pelabuhan Mafa dari Ibu Kota Kabupaten terdekat, yaitu Kota Weda adalah
ruas jalan Weda — Mafa (kondisi eksisting berstatus jalan Nasional) dengan panjang ruas 50 km. Jaringan jalan
berdasarkan status pada lokasi sekitar pelabuhan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2-7 Rencana jaringan jalan Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan 2013-2033

Nomor Ruas Nama Ruas Fungsi Status | Panjang (Km) [ Rencana
Kabupaten Halmahera Tengah
12 Payahe — Weda K1 N 23,487
13 Weda — Mafa K1 SN 50,00 N
58.1 Weda — Sagae K1 P 50,00 SNR
Sagea — Patani K2 K 61,00 SNR
Patani — Tepeleo K2 K 6,95 SNR
Tepeleo — Sakam K2 K 28,40 SNR
Sakam — Bicoli K2 K 15,00 SNR
Kolibale — Sp. Sagea K2 K 28,60 P
Kabupaten Halmahera Selatan
25 Labuha — Babang K1 N 18,32
14 Mafa — Matuting K1 SN 43,00 N
15 Matuting — Saketa K1 SN 21,00 N
40.2 Labuha — Sawadai K1 P 35,00 SNR
40.3 Babang — Yaba K1 P 40,00 SNR
41 Keliling Pulau makian K1 P 36,00 SNR
42 Laiwui — Jikotamo — Anggai K1 P 24,00 SNR
43.1 Laiwui — Jikodolong K1 P 28,00
43.2 Jikodolong — Wailoar — Sum K1 P 60,00
44 Gurapin — modayama K1 P 20,00
45.2 Matuting — Ranga-ranga K1 P 30,00
45.3 Ranga-ranga — Saketa K1 P 21,00
46.1 Saketa — Dehepodo K1 P 68,00 SNR
46.2 Dahepodo — Payahe K1 P 46,00 SNR
Babang - Songa K2 K 20,00 SNR
Songa - Wayatim K2 K 42,00 SNR
Lalubi - Samo K2 K 45,00 SNR
Sumber: RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033
Keterangan:
N : Jalan Nasional;
SN : Jalan Strategis Nasional
SNR : Jalan Strategis Nasional Rencana
P : Jalan Jalan Provinsi;
K : Jalan Kabupaten
K1 : Kolektor 1
K2 : Kolektor 2




2.1.7 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Peta Struktur Ruang Provinsi Maluku Utara, sistem perkotaan pada Provinsi Maluku Utara terdiri atas
6 (enam) pusat kegiatan yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp); Pusat
kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
dan Pusat kegiatan Lokal.

Kota Weda sebagai lokasi dari Pelabuhan Weda berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp). PKWp
merupakan kawasan perkotaan yang diusulkan menjadi PKW. PKW adalah kawasan perkotaan besar / sedang
yang memiliki wilayah pelayanan yang melingkupi beberapa kawasan atau kabupaten. Berdasarkan Peta Struktur
Ruang Provinsi Maluku Utara Kota Weda dilalui oleh Jalan Kolektor Primer, terdapat rencana Terminal Tipe B, dan
terdapat Pelabuhan Weda sebagai Pelabuhan Lokal.
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Gambar 2-6 Lokasi Pelabuhan Weda pada Peta Struktur Ruang Provinsi Maluku Utara
Sumber: PERDA No. 2 Tahun 2013, RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Berdasarkan Peta Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara, terdapat 5 (lima) jenis Kawasan Strategis pada
Provinsi Maluku Utara yaitu:
1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi; serta

goa W

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kota Weda sebagai lokasi dari Pelabuhan Weda berada pada Kawasan Strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi Kawasan Weda dan Sekitarnya. Kasawan Strategis Weda meliputi kawasan Weda dan

sekitarnya, dan diprioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan eksploitasi pertambangan nikel.
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Gambar berikut menunjukan lokasi Pelabuhan Weda pada potongan dari Peta kawasan Strategis Provinsi Maluku
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Gambar 2-7 Lokasi Pelabuhan Weda pada Peta Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara
Sumber: PERDA NO. 2 Tahun 2013, RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Berdasarkan Peta Pola Ruang Provinsi Maluku Utara, Kota Weda sebagai lokasi dari Pelabuhan Weda berada
pada Kawasan Pemukiman dan kawasan Perkotaan Weda dikelilingi oleh Kawasan Hutan Produksi Konversi.
Sedangkan Kota Maffa sebagai lokasi dari Pelabuhan Maffa berada pada Kawasan Perkebunan. Gambar berikut

menunjukan lokasi Pelabuhan Weda dan Mafa pada potongan dari Peta Pola Ruang Provinsi Maluku Utara.
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Gambar 2-8 Lokasi Pelabuhan Weda pada Peta Pola Ruang Provinsi Maluku Utara
Sumber: PERDA No. 2 Tahun 2013, RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

Berdasarkan hasil acara FGD RIP Weda dan Mafa, lokasi Pelabuhan Weda sudah sesuai dengan peruntukan
berdasarkan RTRW Provinsi Maluku Utara. Berikut merupakan gambar Peta Pola Ruang, Struktur Ruang, dan
Kawasan Strategis berdasarkan RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033.
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Gambar 2-9 Peta Pola Ruang Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033
Sumber: PERDA No. 2 Tahun 2013, RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033
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Tabel 7-6 Indikasi Kelayakan Finansial Pembangunan Pelabuhan Weda
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__Pengeluaran | |

| Investasi | Operasional | Pengeluaran |  Pengeluaran Pengeluaran

2019 | 96.777.685.105 | 1.935.553.702 | 98.713.238.807 98.713.238.807 98.713.238.807 (98.713.238.807)
2020 : 1.978.135.884 | 1.978.135.884 1,766.192.753 245.397.211 219.104.653 100.479.431.561 219.104.653 (100.260.326.908)
2021 : 2.021.654.873 | 2.021.654.873 1.611.650.887 255.767.366 203.896.179 102.091.082.448 423.000.831 (101.668.081.617)
2022 : 2.066.131.280 | 2.066.131.280 1.470.631.435 278.902.298 198.517.147 103.561.713.883 621.517.978 (102.940.195.904)
2023 : 2.111.586.168 | 2.111.586.168 1.341.951.184 289.071.018 183.709.858 104.903.665.067 805.227.836 (104.098.437.231)
2024 : 2.168.041.064 | 2.158.041.064 1.224.530.455 313.751.849 178.031.225 106,128.195.522 1983.250.061 (105.144.936.461)
2025 . 2.205.517.967 | 2.205.517.967 1.117.384.041 323.727.239 164.010.294 107.245.579.563 ©1.147.269.355 (106.098.310.208)
2026 . 2.264.039.363 | 2.254.039.363 1.019.612.937 350.157.363 158.393.408 108.265.192.500 1.305.662.763 (106.959.529.737)
2027 : 2.303.628.229 | 2.303.628.229 930.396.805 360.198.480 145.478.125 109.195.589.305 1.451.140.888 (107.744.448.417)
2028 - 2.354.308.050 | 2.354.308.050 848.987.085 388.562.868 140.119.665 110.044.576.390 1,591.260.554 (108.453.315,836)
2029 : 2.406.102.827 | 2.406.102.827 774.700.715 398.661.966 128.358.483 110.819.277.104 1.719.619.037 (109.099.658.067)
2030 : 2.459.037.089 | 2.459.037.089 706.914.402 429.039.967 123.338.738 111.526.191.506 1.842.957.775 (109.683.233.731)
2031 A 2.513.135.905 | 2.513.135.905 645.059.392 439.432.083 112.791.271 112.171.250.898 1.955.749.046 (110.215.501.853)

12032 - 2.568.424.895 | 2.568.424.895 588.616.695 472.082.405 108.189.103 112.759.867.594 2.063.938.149 (110.695.929.445)
2033 : 2.624.930.243 | 2.624.930.243 537.112.734 482.540.062 08.737.257 113.296.980.328 2.162.675.406 (111.134.304.922)
2034 : 2.682.678.708 | 2.682.678.708 490.115.370 517.627.359 94.568.583 113.787.095.698 2.257.243.989 (111.529.851.709)
2035 7 2.741.697.640 | 2.741.697.640 447.230.275 528.376.105 86.189.588 114.234.325.973 2.343.433.577 (111.890.892.396)
2036 : 2.802.014.988 | 2.802.014.988 408.097.626 566.184.337 | 82.461.545 114.642.423.600 2.425.895.122 (112.216.528.478)
2037 : 2.863.659.317 | 2.863.659.317 372.389.084 577.368.478 75.080.760 115.014.812.683 2.500.975.882 (112.513.836.801)
2038 : 2.026.659.822 | 2.926.659.822 339.805.039 617.772.118 71.727.529 115.354.617.722 2.572.703.412 (112.781.914.311)
2039 : 2.991.046.338 | 2.991.046.338 310.072.098 629.327.364 65.240.332 115.664.689.821 2.637.943.743 (113.026.746.077)

Berdasarkan perhitungan tersebut. kemudian dapat dilakukan analisis kelayakan finansial Pelabuhan Weda. dapat

seperti yang dapat dilihat melalui hasil perhitungan berikut.

FINANCIAL ANALYSIS.

Total Investment Value

Rp 96.777.685.105,32

Tabel 7-6 Rekapitulasi Parameter Kelayakan Finanslal Pelabuhan Weda

(Sumber: Analisis Konsultan. 2019)

Parameters Sequence : Result

Benefit Cost Ratio (BCR) 1.00 0.06 Tidak Layak Finansial
Net Present Value (NPV) - Rp (100.916.737.569) | Tidak Layak Finansial
Pay Back Period (PBP) 20 >20 | Tidak Layak Finansial
Internal Rate of Return (IRR) 13% <13 | Tidak Layak Finansial
Discount Rate 12% 12%

Bank Interest 13%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kelayakan finansial belum memenuhi (NPV dan FIRR),
dengan payback period untuk Pengembangan Pelabuhan Weda lebih dari 20 tahun. Oleh sebab itu, dapat dikatakan
bahwa penyelenggaraan Pelabuhan Weda belum dapat diusahakan secara komersial, dengan mempertimbangkan

(Sumber: Analisis Konsultan. 2019)

perencanaan selama 20 tahun Kelayakan Finansial Pelabuhan Weda tidak layak secara finansial.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
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BUDI KARYA SUMADI
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